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ABSTRAK

Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Kebijakan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) ( Studi kasus korupsi di Ponorogo Tesis : Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kebijakan Kapolres
ponorogo dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada para
tersangka kasus tlndak pidana korup3| Penelltlan ini merupakan penelitian deskriptif yang

3 na 3|mboI|k para pertlaku sosial sebagai tampak dalam
_ akan data primer yang menggunakan
wawancara di lapangan depgan® i isi.-damyJaksa dan juga didukung
dengan data sekunder dalal k dok e eral fundang undangan, jurnal
ilmiah, buku dan surat surat, pend olaig A elanjdtnya dianalisis dengan
menggunakan analisa kuali au
dalam mengungkap kasus amgigih daﬁsaha Vi

g
belum menemukan hal yang prirsi @
kenyataan ini  penyidik (Kapt mem

hukum adalah manifestasi makna
interaksi antar mereka. Peneliti

substasi hukum, dlmana huk
masyarakat.

Kata Kunci : Penghentian, SP3,Polisi
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ABSTRACT

Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Investigators Policy Issue Warrant Termination of
Investigation (sp3) (Case Study Corruption Member of Parlement in Ponorogo)
Thesis: Graduate Program Universitas Sebelas Maret Surakarta.

The purpose of this study is to find out the reasons and legal basis to issue ponorogo’s
Police’s policies Warrant Termination of Investigation (SP3) on the alleged corruption case.
This research is a descriptive study that looks evaluative using the fifth legal concepts with
the understanding that the law is a manifestation of the meaning of the symbolic meaning of
the social behavior as evident in their interaetfens, This study uses primary data using field
interviews with investigators andgpfdsecutors and police are'also supported by secondary data
in the form of documents such/as, ific journals, books and other
supportlng letter and the

| ¢ al acts of corruption. Of
this fact mvestlgators oI|c oli e 3 er for Termination of



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara yang sering dikenal dengan SP3 adalah
merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik.
Tindakan penyidik dimaksud adalah penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

dinilai janggal, .‘-ff--'“
dipengaruhi oleh ter

meneruskan penyidikan sampai muncul2 altbuktl yang sah untuk dapat menetapkan
seseorang menjadi tersangka. Begitu juga sebaliknya, jika setelah diadakan penyelidikan dan
penyidikan, ternyata terperiksa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan penyidik kesulitan
mencari 2 alat bukti yang sah, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 bagi tersangka,

sehingga dengan demikian terdapat adanya kepastian hukum.

Pada kenyataannya sering terjadi seseorang yang semula menjadi saksi kemudian
ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jika selanjutnya tidak ditemukan tindak pidana dan
proses hukum terhenti, seharusnya penyidik segera mengeluarkan kebijakan menerbitkan
SP3. Pada kenyatannya tersangka tersebut statusnya tetap melekat sebagai tersangka
selamanya dan tidak pernah dicabut dengan SP3. Demi kepastian hukum, SP3 itu sangat
diperlukan bagi seseorang yang telah menyandang status sebagai tersangka. Dengan SP3

status tersangka menjadi hapus, artinya nama baik tersangka secara otomatis terehabilitasi.

! KUHAP, Citra Umbara, Bandung, 2012, hal 183



Terhadap 45 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang terjerat kasus korupsi yang
semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian selang beberapa waktu munculah
kebijakan dari penyidik yang menerbitkan SP3 yang isinya agar penyidik menghentikan
kasus korupsi yang telah melibatkan semua anggata DPRD Kabupaten Ponorogo periode
tahun 1999-2004. Padahal disisi lain pemerintah saat ini lagi gencar gencarnya memberantas
perbuatan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan besar dan
telah disepakati secara nasional merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes),
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang antara lain berisi arahan

kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Salah satu arah kebijakan pemberantasan




B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang masalah akhirnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan penyidik menetapkan tersangka dan menerbitkan
Surat Perintah Penghentian Penyidikan ?
2. Faktor faktor apa saja yang dapat memengaruhi kebijakan penghentian penyidikan,

sehingga diterbitkanya SP3?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ada dua halye

Penelitian ini diharapkan ermanfaat.kepe iavakademik dz untuk kepentingan

praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis
Dari penelitian ini diharapkan dapt bermanfaat dalam kajian pengembangan hukum
di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyidik sebagai penegak hukum

dalam mengambil kebijakan menerbitkan SP3



